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ABSTRAK

M ANDHIKA YUDHA 
02091001010
ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA 
SESEORANG TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG 
DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 
DAN EKOSISTEMNYA

Nama
NIM
Judul Skripsi

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati, termaksuk 
berbagai jenis satwa ada didalamnya meskipun kaya namaun Indonesia dikenal juga sebagai 
Negara yang memiliki daftar panjang terhadap kepunahan satwa liar yang dilindungi. Faktor 
utama terancam punahnya satwa liar tersebut adalah karena perburuan tentunya menjadi 
ancaman serius bagi kelestarian satwa liar yang dilindungi. Pengaturan melalui suatu sistem 
hukum padahal sudah ada, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Skripsi yang berjudul “analisis tentang pertanggungjawaban 
pidana pada seseorang terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi menurut undang- 
undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri register No. 216/Pid.B/2011/PN-SBG, No:
151/Pid.B/2013/PN-TTD dan No: 27/Pid.Sus/2013/PN.Pt)” akan menetengahkan permasalah 
yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk mencari keseimbangan aspek-aspek tindak 
pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi sesuai konsep serta
implementasinya yang nyata dalam analisis putusan sesuai praktek.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum 
yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan 
Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa 
hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian 
hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum
teoritis (dogmatic or theoretical law research). Skripsi ini secara sistematika terdiri dari
'empat bab yang disusun secara sistematis untuk menguraikan fakta-fakta maupun analisis 
secara hukum dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap perburuan satwa liar yang 
dilindungi dengan memakai studi putusan Pengadilan Negri tentang perdanganngan satwa
liat.

Hasil pembahasan skripsi ini berfokus kepada ketidak tepatannya putusan Hakim 
yang masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdanganngan satwa liar. 
Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat mengurangi fakta-fakta dalam kasus tersebut 
secara menyeluruh dengan mengkaji proses persidangan yang dimulai dari dakwaan sampai 
putusan secara lengkap dan terstruktur.

Kata Kunci . Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaba, Undang-Undang No. 5 
Tahun 1990



BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh 

lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun 

perlindungan manusia pada lingkungannya. Sumber daya alam yang ada secara fisik 

dapat memanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan 

lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula 

sebaliknya apabila manfaatnya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta 

melihat situasinya.

Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya 

alam hayati adalah unsur-unsur hayati didalam alam yang terdiri dari sumber daya

A.

yang

i

alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.2

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan manfaat secara lestari

P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, 
Jakarta, 2005, hlm. 1.

2 Ibid, hlm. 2.

1
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sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya 

alam hayati dan hewani serta keseimbangan ekosistem, sehingga lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal 

tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Sumber daya alam meliputi hayati dan 

non - hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati didalam 

alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam 

hewani (satwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga 

kegiatan, yakni :4

a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya;

c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kemudian ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa akses atas 

pemanfaatan sumber daya alam hayati diberikan dengan keharusan tetap menjaga

3 P. Joko Subagyo, Op.Cit, hlm. 2.

4 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
hlm. 79.
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keseimbangan populasinya. Akses ini masih bersifat terbuka yang berarti masih perlu 

dijelaskan dalam ketentuan lebih lanjut.

Selain ketegasan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat juga 

pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa- 

satwa liar yang terdapat dalam Ordonasi Perlindungan Satwa-Satwa Liar tahun 1931 

(Dierenbeschermings Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 No. 134).

Ordonasi ini pada intinya menetapkan kaidah larangan untuk memburu jenis 

binatang atau satwa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang terancam 

bahaya pemusnahannya dan kelanjutan hidupnya yang dianggap perlu untuk 

kepenting ilmu pengetahuan atau karena alasan lain berdasarkan kepentingan umum. 

Kemudian ordonasi ini juga melarang untuk mengeluarkan binatang atau satwa yang 

dilindungi dari habitatnya, atau memperniagakan binatang atau satwa tersebut untuk 

diambil kulit, bulu, atau dagingnya. Selain itu dilarang pula mengambil, 

menghancurkan, memperniagakan, mempunyai atau mengeluarkan telur atau 

sarangnya.6

Sumber daya alam yang ada bukannya tidak terbatas apabila didalam 

pengelolaannya tanpa memperhatikan nilai-nilai pelestarian maupun keseimbangan

5 Sukanda Husin, Op.Cit, hlm. 79.

6 Ibid, hlm. 78.
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tidak mustahil kerusakan dan kepunahan satwa-satwa yang dilindungi 

akan terjadi dalam sumbernya seperti misalnya yang terdapat dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya.7

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa Uar yang dilindungi banyak yang 

telah rusak ataupun sengaja di rusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang 

tidak bertanggung jawab. Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk 

melindungi satwa liar tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup 

kemungkinan species-species yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki 

peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis satwa liar 

yang dilindungin di Indonesia yaitu Orang Hutan, Belangkas, Trenggiling.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada 

hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber 

daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan 

ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat
o

dilaksanakan dalam bentuk :

ekosistemnya,

1) Pengakajian, penelitian, dan pengembangan;

2) Penangkaran;

3) Perburuan;

1 Joko Subagyo, Op.Citi, hlm. 5.
g

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 
Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 151.
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4) Perdagangan;

5) Peragaan;

6) Pertukaran;

7) Budidaya tumbuhan obat-obatan;

8) Pemeliharaan untuk kesenganan.

Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan salah satu 

pemicu terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang semakin marak terjadi, 

sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar 

tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Perburuan

satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terjadi di sejumlah 

tempat.9

Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut, salah satunya adalah karena 

ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Perburuan satwa liar yang 

dilindungi dan terancam punah juga masih sering muncul di kehidupan masyarakat 

Indonesia. Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa liar, bagi 

mereka berburu adalah untuk konsumsi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- 

hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maupun

9 Muhammad Erwin, Op,City hlm. 149.
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kebudayaan, maka perburuan satwa liar yang kini dilakukan adalah untuk keuntungan

materi semata.

Orang-orang luar yang datang telah merubah semua kebiasaan dan perilaku 

masyarakat setempat, satwa diburu bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi lagi tetapi 

juga diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai satwa peliharaan untuk hobi 

maupun kesenangan yang bersifat ekslusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, 

sebagai simbol status), dalam bentuk awetan (untuk pajangan) serta untuk bahan 

dasar obat.

Perburuan terhadap satwa-satwa liar yang ada dalam lingkungan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat mudah ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemukan satwa-satwa 

liar yang telah diburu oleh manusia. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) butir a 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya jelas telah mengatur tentang larangan untuk menangkap, 

melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.10

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada 

semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu 

sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. 

Penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi tentu bukan, tanpa

Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
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alasan, satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut seperti halnya manusia merupakan 

bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan. Kepunahan berbagai jenis 

liar yang dilindungi tentunya akan mengakibatkan hancurnya ekosistem serta 

keseimbangan alam, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak akan 

mungkin lagi dan pada akhirnya berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar pada hakikatnya 

merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, 

pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa liar yang dilindungi secara 

berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian 

informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa maupun 

hutan lindung, sampai dengan operasi penertiban dan penindakan secara hukum serta 

pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang teijadi jika satwa- 

satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas.12

Pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan 

di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati dan 

diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi 

yang tegas sehingga memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan 

sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat

satwa

11 Rosek Nursahid, Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal, Rineka Cipta, 
Bandung, 2005, hlm. 13.

12 Rosek Nursahid, Op,Cit, hlm. 14.
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mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Beberapa kasus yang terkait mengenai tindak pidana perburuan satwa liar 

adalah perburuan satwa liar jenis Trenggiling yang dilakukan oleh Robin Hutabarat 

pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Sibolga. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan 

Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam amar 

putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan hukuman 6 bulan 

penjara subsider 1 bukan kurungan dengan denda sebesar 1 juta rupiah. Selain itu

terdakwa atas nama junaidi pada tahun 2013 yang mana telah diputus oleh Hakim

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Sumut) juga telah melakukan perburuan

satwa liar jenis belangkas (species kepiting hitam). Junaidi dijatuhi hukuman 8 bulan 

penjara atas perbuatannya dimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 PP Nomor 7 Tahun 1999

tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dan terakhir yaitu terdakwa atas 

nama Sukimo bin Jasmani yang mana telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat(2) 

huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dihukum pada tahun 2013 

oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan hukuman 6 bulan penjara dengan

percobaan selama 1 tahun, subsider 1 bulan kurungan dan denda sebesar 

rupiah.

masa

1 juta
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Dari penjelasan latar belakang dan beberapa kasus yang ada di atas, dan 

pentingnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar, maka 

dilakukanlah penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang beijudul 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA 

SESEORAN TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI 

MENURUT UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI

“ANALISIS

SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Rumusan PermasalahanB.

Upaya untuk menjadi lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian 

latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang akan dibahas

dalam latar belakang ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang

melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi?

2. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan

perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang 

melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.

1. yang
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2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang 

melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Manfaat PenulisanD.

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap 

perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama 

pengetahuan tentang tindak pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi,

secara

serta berguna sebagai bahan tambahan atau rujukan untuk penelitian dan bahan

tambahan literatur dalam proses belajar mengajar.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan 

pidana di Indonesia dan para pakar hukum dalam membuat suatu penegakan hukum 

demi perkembangan hukum nasional, serta berguna bagi masyarakat umum dan 

praktisi hukum dalam memahami serta sebagai informasi tentang persoalan tindak 

pidana perburuan satwa liar yang dilindungi.



11

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya pada 

pertanggungjawaban pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi serta 

sanksi pidana yang mengaturnya. Dimana pembatasan tersebut dilakukan untuk 

menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pada 

penulisan skripsi ini.

Metode PenelitianF.

Jenis Penelitian1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji

hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan,

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal

demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa

hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya.

Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau 

penelitian hukum teoritis (dogmatic or theoretical law research).13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang- 

undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm. 101
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dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perburuan satwa liar 

dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

yang

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan 

bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.15

Terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;

3. Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar tahun 1931 No. 134

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,2007, hlm. 96.

15 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan 

kalangan hukum, dan seterusnya.16

Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang 

bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan yang 

sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari buku (text book), artikel, dan hasil-hasil penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas seluruh bahan bacaan, buku-

buku literatur, kamus hukum, artikel, media cetak ataupun media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

telaah pustaka (library research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

dengan berbagai sumber bacaan atau tulisaan seperti: buku, majalah, internet,

16 Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafmdo Persada, 
Jakarta, 2006, hlm. 13.
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pendapat para sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok 

bahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Ajialisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. 

Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku 

nyata,17 dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar yang

5.

Dilindungi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan

yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir 

pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.18

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan atau penyajiannya, dijabarkan materi atau 

isi dari skripsi ini menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007, hlm. 10.
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BAB I : Bab ini memuat tentang “PENDAHULUAN”, yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat tentang “TINJAUAN PUSTAKA”, yaitu penjelasan 

keseluruhan mengenai analisis tentang pertanggungjawaban pidana 

terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi, baik itu pengertian Hukum 

Pidana, tindak pidana, perburuan satwa liar, sanksi dan

pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang berkaitan dengan

perburuan Satwa Liar. Dimana keseluruhan diperoleh dari sumber atau

data dari buku, jurnal, internet, ataupun sumber-sumber lain yang dapat 

mendukung penulisan Bab II dalam skripsi ini.

Bab ini memuat tentang “PEMBAHASAN”, yaitu bab yang membahas 

tentang bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap 

perburuan satwa liar yang dilindungi. Atau dengan kata lain, Bab ini 

merupakan bab yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

terdapat dalam skripsi ini.

Merupakan KESIMPULAN dan SARAN, Bab ini merupakan bab yang 

terakhir dalam skripsi ini. Atau dengan kata lain, bahwa bab ini 

merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan 

mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BABIII :

BABIV :

saran
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